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WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR-tfTAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA TATA
KERJA, INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUI IAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kola Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 553,3);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 . Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan...
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5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembarari Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGAN1SAS1, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA,
1NSPEKTQRAT KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kota

Palembang.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilavah

pada Inspektorat Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Baglan pada Inspektorat Kota

Palembang.
11. Urusan adalah urusan pemerintohan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Kclompok .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan Lugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAR II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Kota.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang
melaksanakan tugasnya hertanggung jatvab langsung
kepada Walikota melahh Sekretaris Daerah.

(3) Inspektorat...



(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas memhantu Walikota membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan dan Lugas pembantuan olch
perangkat daerah.

(4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelcnggarakan lungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pcngawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal Lerhadap kinerja dan

keuangan mclalui audit, reviu , evaluasi, pemaritauan ,
dan kcgiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Walikota;

d. penvusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

lerkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
a. Inspektur.
b. Sekretariat , membawahi:

1. Sub Bagian Unium dan Kepcgawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Sub Ragian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
g. Kelompok Jabamn Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(4) Hubungan antara Inspektur dengan bawahannya arau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

(5) Bagan Siruktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

BAB III...



4

BAB il l
URAIAN TUGAS DAN FUNGSl

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 4

Inspeklur mempunyai tugas daiam melaksanakan pengawasan
dan pcmbinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah scsuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan pciunjuk pelaksanaan nya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur daiam
mengkoordinasikan perencanaan, keuaxigan dan pclaporan
serta menyelenggarakan urusan administrasi umum,
perkantoran , kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , Sekretaris mempunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah langga , perlcngkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hokum dan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawaian;
b. mengelola administrasi umum dan surat menuirat;
e. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
cl. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga , kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian...
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(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan , mempunyai tugas:
a. menyusun raricangan program dan kegiatan sub bagian

perencanaan dan keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d . mengelota administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
c. menyusun dan mcnganalisa laporan keuangan;
f . mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan/akuntansi;
g. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

perencanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal V

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan
penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di Instansi
dan Satuan Kerjadi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
dan /atau sesuai dengan perintah Inspektur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , Inspektur Pembantu Wilayah Imempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

pengawasan di wilayah di bawah tanggung jawabnya;
b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian

urusan pemerintah di wilayah I;
c. penyelenggaraanpemeriksaan, pengusutan, pengujian dan

pcnilaian tugas pengawasan di wilayah 1;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/ instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di
wilayah I; dan

e. pelaksanaan tugas-iugas lain yang diberikan oleh
inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat...

I
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Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 8

(1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan lerhadap pelaksanaan urusan pcmerintahan di
Daerah dan penanganan kasus pengaduan serta
pemeriksaan di Instansi dan Saluan Kerja di wilayah yang
menjadi tanggung jawabnya dan /atau scsuai dengan
perintah Inspektur:

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada
ayat (1) , Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

pengawasan di wilayah II ;
b. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian

urusan pemerintahan di wilayah II;
c. penyelenggarakan pemeriksaan , pengusutan, pengujian

dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II ;
d . pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga / instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan di
wilayah II; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah 111

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III , mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap
pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan di
Instansi dan Satuan Kerja di wilayah yang menjadi
tanggung jawabnya dan/atau sesuai dengan perintah
Inspektur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai
fungsi:
a. Pcnyusunan rencana program dan petunjuk teknis

pengawasan di wilayah III;
b. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian

urusan pemerintah di wilayah III;
c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian

dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/ Instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan
di wilayah III; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan tugas daa fungsinya.

Bagian Kcenam
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Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 10

( 1) Inspektur Pcmbantu Wilayah IV, mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pernerintahan di Daerah dan
penanganan kasus pengaduan serta pemeriksaan tujuan
tertentu di Instansi dan Satuan Kerja di wilayah yang
mcnjadi tauggung jawabnya dan /atau sesuai dengan
perintah Inspektur.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
padaayat (1) , Inspektur Pcmbantu Wilayah IV mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

pengawasan di wilayah IV;
b. pelaksanaan pengawasan , pembinaan dan pengendalian

urusan pemcrintah di wilayah IV;
c. penyclenggaraan pemeriksaan, pengusutan , pcngujian

dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan

lembaga/ instansi lain dalam pelaksanaan pengawasan
di wilayah IV; dan

e. pelaksanaan Lugas-tugas lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONA1

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
mclaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifar,
jenis dan beban kerja.

BAB V...
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pada Inspektorat berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapaian dan
Belanja Negara serta suinber-sumber lainnya yang sail.

BABV1
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Hubungan antara Inspektur dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administrate dilaksanakan melalui
Sekretaris

(2) Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Inspektur
Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas-tugasnya
wajib mcnerapkan prinsip koordinasi , integrasi,
stnkronisasi dan simplifikasi balk seeara vertikal, horizontal
dan diagonal dalam lingkungan masing-masing rnaupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
scrta dengan instansi tain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing,

(3) Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian danlnspektur
Pembantu Wilayah bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan birnbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Inspektur
Pembantu Wilayah wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
xnenyampaikan laporan tepat waktu,

(5} Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah clan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(6) Dalam hal Inspektur berhalangan , Inspektur dapat
menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu Wilayah di
lingkungan Inspektorat berdasarkan senioritas dan
kepangkatan.

BAB VII...
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BAB VII
KETENTUAN PERAL1HA.N

Pasai 14
( 1 ) Etektifitas pelaksanaan tugas Can lungsi Inspcklorat Kc'.a

Palembang sebagaimana dialer calnm Peraturan Walikou .
ini , wajib dilaksar.a'.can sclamhat-U-iiribainya pnda langral l
Jamiari 2017.

(2) Segala kclcntuan y< jng berienumgar dan atau Lidak sesnei
dengar. Peraiunm Walikoia ini diiak ukan penyesuaian.

BAB ViII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Prosedur dan mekanisme pelaksanaun lugas dan lungsI

INSPCKTORAI Kora Palembang yang bersilat internal diatur eLih
lanjut oleh lnspektur.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini , Peraturan Walikom
Palembang Nomor 6 rahun 2014 lentang Perubahan Au.s
Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tah.un 2009 tentang
Tugas Pokok . Fungsi dun Uraian Tugas Lembaga Teknis Dacrah
Kota Palembang dicahui dun dinyutakan lidak berlaku .

Pasal i 7

Peraturan Walikoia ini mn’ai berlaku patty tanggal
cliundangkan.

Agar setiap c rang mengetahuinya, memcrintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini , dengan penempatannva
dalam Berra Daera . Kutn Palcmoung.

Ditetapkiin di Palembang
padatanggal

WAUKO'I

2016

k PALEMBANG ,

Diunclangkan di Palembang
padatanggal 2016

SKKRETAKIS DAEKAH
KOTA PALEMBANG .

HARKOOOYO

HAROBIN MASTOFA
BER1TA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 201bROMOR 4?*
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